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ABSTRAK

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang, sehingga pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. identifikasi masalah yang dilakukan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah selaku pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di tempat parkir? Bagaimana proses penyelesaian permasalahan oleh Pemerintah Daerah selaku pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di tempat parkir ?

Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan,  Penelitian Kepustakaan. Analisis  Data  adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung dan Pemda Garut.


Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah :Tanggungjawab pengelola pakir apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Garut, maka tanggung jawab Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan Kabupaten Garut) selaku pengelola parkir adalah: Membantu mencarikan dan memberikan keterangan kepada pihak berwajib, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai dokumen yang digunakan untuk memungut Retribusi Daerah, Proses penyelesaian permasalahan terhadap kehilangan kendaraan di tempat parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Garut belum sesuai dengan Pasal 102 ayat (1), dan Pasal 108 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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ABSTRACT


Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which stipulates that the placement of burdens on the people such as taxes and other levies that are coercive for the purposes of the State are regulated by law, so that the collection of Regional Taxes and Regional Levies must be based on the Act. identification of the problem carried out how is the responsibility of the Regional Government as the parking manager for the loss of vehicles in the parking lot? How is the problem solving process by the Regional Government as the parking manager for the loss of vehicles in the parking lot?


The research method that the researcher did was descriptive analytical. The method of normative juridical approach, namely legal research that prioritizes how to examine secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Data collection technique is a literature study, namely by searching and collecting and reviewing legislation, research draft laws, scientific journals. Data collection tools are library research, library research. Data analysis is juridical based on legal principles and legal norms starting from existing regulations as positive law. Qualitative means that the research conducted provides a systematic description related to the object of research in the form of a description. Research Locations Postgraduate Library, Pasundan University, Bandung and the Garut Regional Government.


The conclusions obtained in this study are: The responsibility of the parking manager in the event of a motor vehicle loss in the Garut Regency area, the responsibilities of the Regional Government (Garut Regency Transportation Service) as the parking manager are: Helping find and providing information to the authorities, Parking Service Retribution in The edge of the public road and the special parking area levy as a document used to collect regional levies, the process of solving the problem of losing vehicles in the parking lot carried out by the Garut Regency Regional Government, in this case the Garut Regency Transportation Service has not been in accordance with Article 102 paragraph (1) , and Article 108 paragraph (2) of Government Regulation Number 79 of 2013 concerning Road Traffic and Transportation Networks
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